
 
BUPATI MUNA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR  12  TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 
Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum 

Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 
Anggaran 2023 maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian anggaran; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah  diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah  diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; 

 



 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan 
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor  42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 
Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Menbahayakan Perekonomian Nasional 
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 

 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6911); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  tentang  Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431) 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan 
Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 936); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan 

Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat 
Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang 
Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
807); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976/37 hlm); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana 
Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai 
Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 167) 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten 
Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna tahun 2022 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);  

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 1); 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN 
BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna. 

3. Bupati adalah Bupati Muna. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat 
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Muna selaku Pengguna Anggaran yang melakukan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah sebesar Rp.1.339.344.837.233 bertambah sebesar 
Rp.38.363.912.312 sehingga menjadi sebesar Rp.1.377.708.749.545 terdiri atas: 

 

1. Pendapatan 
a. Semula  Rp. 1.334.634.757.233 
b. bertambah  Rp. 38.363.912.312 
    Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  Rp. 1.372.998.669.545 

 

2. Belanja 
a. Semula  Rp. 1.307.423.574.233 
b. Bertambah  Rp.   38.363.912.312 

           Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp. 1.345.787.486.545 
            Surplus Setelah Perubahan  Rp.          27.211.183.000 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
1)  Semula  Rp.    4.710.080.000 
2)  Bertambah/(Berkurang)  Rp.                         0 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan  Rp.    4.710.080.000 
 
 

b. Pengeluaran 

1) Semula  Rp.            31.921.263.000 

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp. 0  
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan  Rp.            31.921.263.000 

 
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan   (Rp.    27.211.183.000) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan    Rp. 0 
   

 
 
 
 



Pasal 3 
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

 
Ditetapkan di Raha 

pada tanggal   26  Juni 2024 
 

Plt. BUPATI MUNA, 
 
 
 

BACHRUN 
 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal   26   Juni 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA 

 
 
 
EDDY UGA 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR  


